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BAB IlI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terdapat dalam bab pembahasan

di atas dapat disimpulkan bahwa :

1L,

Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakara Nomor 4 tahun 2003
tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kecamatan Gondokusuman Kota
Yogyakarta belum sepenuhnya berjalan dengan baik di wilayah Kecamatan
Gondokusuman karena masih terdapat pondokan yang tidak mempunyai izin
penyelenggaraan Pondokan dan masih banyak pondokan yang tidak sesuali
dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogakarta
Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan
Pondokan di Kecamatan Gondokusuman adalah melakukan penertiban
terpadu sebanyak 6 kali dalam satu tahun bersama Kepolisian Resort Kota
(Kapolresta) Kota Yogyakarta, namun apabila terdapat laporan dari warga
sekitar terdapat pondokan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah
diatur seperti misalnya dalam satu bangunan pondokan dihuni oleh
pemondok yang memiliki jenis kelamin yang berbeda, Pondokan yang tidak

memiliki izin penyelenggaraan pondokan, maka Satuan Polisi Pamong Praja
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akan segera melakukan penertiban kepada pondokan ataupun pemodok yang
melanggar ketentuan yang telah diatur. Dalam kenyataan, peran Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam menertibkan pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Pondokan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini
ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Yogyakarta bertindak pasif hanya menunggu datangnya laporan akibatnya
dalam implementasi di lapangan banyak terjadi pelanggaran terutama
perizinan pondokan.
B.Saran
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengajukan beberapa saran
sebagai berikut:

1. Perlu adanya rancangan peraturan daerah (raperda) pondokan. Hal tersebut
dikarenakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003
tentang Penyelenggaraan Pondokan hanya memberikan sanksi kepada
penyelenggara pondokan namun untuk pemondok yang melanggar
ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4
tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan tidak diatur didalamnya.

2. Pihak Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja hendaknya melakukan
kerja sama dengan pihak RT/RW untuk melakukan sosialisasi mengenai
Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan

Pondokan.
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3. Satuan polisi pamong praja diharapkan lebih giat untuk melakukan
penertiban di kecamatan Gondokusuman dikarenakan masih banyak
pemilik pondokan dan pemondok yang melanggar ketentuan yang telah
ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun

2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan.
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